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KAJIAN TEORITIK

A. KAJIAN PUSTAKA
1. Agama dan Konflik
a. Definisi Agama

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang
universal yang artinya bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara
berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut
agama (relegius). Seperti dikemukakan oleh Roland Robertson (1970)
ada dua jenis definisi agama yang diusulkan oleh ilmuan sosial, yang
inklusif dan eksklusif.

Definisi inklusif merumuskan agama dalam arti seluas-luasnya,
yang memandang bahwa setiap sistem kepercayaan dan ritual yang
diresapi dengan kesucian atau yang di orientasikan kepada penderitaan
manusia yang abadi. Seperti paham komunisme, nasionalisme, dan
atau humanisme. Sedangkan definisi agama secara eksklusif
membatasi istilah agama itu pada sistem-sistem kepercayaan yang
didasarkan pada eksistensi mahluk, kekuasaan, atau kekuatan
supranatural.?®

Definisi agama menurut Durkheim adalah suatu sistem

kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang berkaitan

% Ishomudin, Pengantar Sosiologi Agama, Jakarta: UMM Press, 2002 Hal. 29
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dengan hal-hal yang sakral, dalam kepercayaan-kepercayaan dan
praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang
tunggal. Dari definisi ini ada dua unsur yang penting, yang menjadi
syarat sesuatu dapat disebut agama, yaitu sifat sakral dari agama dan
praktek-praktek ritual dari agama. Agama tidak harus melibatkan
adanya konsep mengenai svatu mahluk supranatural, tetapi agama
tidak dapat melepaskan kedua unsur di atas, karena ia akan menjadi
bukan agama lagi, ketika salah satu unsur tersebut terlepas. Di sini
terlihat bahwa sesuatu dapat disebut agama bukan dilihat dari substansi
isinya tetapi dari bentuknya, yang melibatkan dua ciri tersebut.2®
Sedangkan menurut pendapat Hendro puspito, agama adalah
suatu jenis sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang
berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya
dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan
masyarakat luas umumya. Dalam kamus sosiologi, pengertian agama
ada 3 macam yaitu:
1. Kepercayaan pada hal-hal yang spiritual.
2. Perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang
dianggap sebagai tujuan tersendiri.

3. Ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.?’

% James M. Henslin, Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi, Jilid 2, Jakarta: PT. Glora Aksara
pratama, 2006 Hal. 164
%7 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009 Hal. 129
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b. Ruang Lingkup Agama

a.

Secara garis besar ruang lingkup agama mencakup :

Hubungan manusia dengan tuhannya

Hubungan dengan tuhan disebut ibadah. Ibadah bertujuan
untuk mendekatkan diri manusia kepada tuhannya.
Hubungan manusia dengan manusia

Agama memiliki konsep-konsep dasar mengenai
kekeluargaan dan kemasyarakatan. Konsep dasar tersebut
memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran agama mengenai
hubungan manusia dengan manusia atau disebut pula sebagai
ajaran kemasyarakatan. Sebagai contoh setiap ajaran agama
mengajarkan tolong-menolong terhadap sesama manusia.
Hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya.

Di setiap ajaran agama diajarkan bahwa manusia selalu
menjaga keharmonisan antara makluk hidup dengan lingkungan

sekitar supaya manusia dapat melanjutkan kehidupannya.?®

c¢. Fungsi Agama

Secara sosiologis, fungsi agama bisa dilihat dari dua sisi, yaitu

pengaruh yang bersifat positif atau pengaruh yang menyatukan

(integrative factor) dan pengaruh yang bersifat negatif atau pengaruh

yang bersifat destruktif dan memecah-belah (desintegrative factor).

% Indriati; http://www.squidoo.com/7-kwajiban-seorang-muslim-dalam-al-quran
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Pembahasan tentang fungsi agama disini akan dibatasi pada
dua hal yaitu agama sebagai faktor integratif dan sekaligus disintegratif
bagi masyarakat, pengaruh yang bersifat integratif. Peranan sosial
agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama
dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik diantara anggota-
anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban
sosial yang membantu mempersatukan mereka. Hal ini dikarenakan
nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung
bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan sehingga agama
menjamin adanya konsensus dalam masyarakat. Kemudian fungsi
disintegratif agama adalah pemersatu, meskipun agama memiliki
peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan
memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada saat yang sama agama
juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang rﬁencerai-
beraikan, memecah-belah bahkan menghancurkan eksistensi suatu
masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama
dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri sehingga seringkali
mengabaikan bahkan menyalahkan eksistensi pemeluk agama lain.?’

Dalam hal fungsi, masyarakat dan agama itu berperan dalam
mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak
dapat dipecahakan secara empiris karena adanya keterbatasan

kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diharapkan agama

* Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009 Hal. 148- 150
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menjalankan fungsinya sehingga masyarakat merasa sejahtera,
aman, stabil, dan sebagainya. Agama dalam masyarakat bisa
difungsikan sebagai berikut :

a. Fungsi Edukatif,

Agama memberikan bimbingan dan pengajaran dengan
perantara petugas-petugasnya (fungsionaris) seperti nabi, kyai,
pendeta imam, guru agama dan lainnya, baik dalam upacara
keagamaan, khotbah, renungan (meditasi) dan pendalaman rohani.

b. Fungsi Penyelamatan.

Bahwa setiap manusia menginginkan keselamatan baik
dalam hidup sekarang ini maupun sesudah mati. Jaminan
keselamatan ini hanya bisa mereka temukan dalam agama. Agama
membantu manusia untuk mengenal sesuatu yang sakral dan
makhluk tertinggi atau Tuhan dan berkomunikasi dengan-Nya.
Sehingga dalam hubungan ini manusia percaya dapat memperoleh
apa yang ia inginkan. Dan agama sanggup mendamaikan kembali
manusia yang salah dengan Tuhan dengan jalan pengampunan dan
Penyucian batin.

c. Fungsi Social Control

Fungsi agama sebagai kontrol sosial yaitu, pertama agama
meneguhkan kaidah-kaidah susila dari adat yang dipandang baik
bagi kehidupan moral warga masyarakat. Kedua agama

mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral yang
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dianggap baik dari serbuan perpecahan dari agama baru dan darj

sistem hukum negara modern.3°

Fungsi Pemersatu (Solidaritas).

Fungsi agama sebagai pemersatu adalah sebagai sifat
penentu, dimana agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik
diantara anggota-anggota masyarakat maupun dalam kewajiban-
kewajiban sosial yang membantu mempersatukan masyarakat.’!

Kesatuan persaudaraan berdasarkan kesatuan sosiologis
ialah kesatuan individu atau kelompok yang didirikan atas unsur
kesamaan, yaitu;

1. Késatuan persaudaraan berdasarkan ideologi yang sama, seperti
liberalisme, komunisme, dan sosialisme.

2. Kesatuan persaudaraan berdasarkan sistem politik yang sama.
Bangsa-bangsa bergabung dalam sistem kenegaraan besar,
seperti ASEAN, PBB dll.

3. Kesatuan persaudaraan atas dasar se-Iman, merupakan kesatuan
tertinggi karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya
melibatkan sebagian dari dirinya saja melainkan seluruh
pribadinya dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam

dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercayai bersama.

* Ishomudin, Pengantar Sosiologi Agama, Jakarta; UMM Press, 2002 Hal. 54
*! Moenandar Soeleman, llmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Bandung; PT. Eresco,

1995 Hal. 222



e. Fungsi Transformatif.

Nsunan &
———

Fungsi transformatif disini djartikan dengan mengubah
bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan
menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat.

Sedangkan menurut Thomas F. O’Dea menuliskan 6 fungsi
agama dalam masyarakat yaitu:

a. Sebagai pendukung, pelipur lara, dan perekonsiliasi.

b. Sarana hubungan transendental melalui pemujaan dan upacara
Ibadat,

. Penguat norma-norma dan nilai-nilaj yang sudah ada.

d. Pengoreksi fungsi yang sudah ada.

. Pemberi identitas diri.

f. Pendewasaan agama.*

Agama memberikan sebuah sistem nilai yang memiliki turunan
(derivasi) pada norma-norma masyarakat untuk memberikan
pengabsahan dan pembenaran dalam mengaturan pola perilaku
manusia. Agama menjadi sebuah pedoman hidup, dalam memandang
nilai, dan dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama, nilai
agama dilihat dari sudut intelektual yang menjadikan nilai agama
sebagai norma atau prinsip. Kedua, nilai agama dirasakan di sudut
pandang emosional yang menyebabkan adanya sebuah dorongan rasa

dalam diri yang disebut mistisme.

** Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009 Hal. 130
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d. Definisi Konflik

Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan
melibatkan individu atau kelompok-kelompok yang saling menentang
dengan ancaman kekerasan fisik dan atau dialektik. Konflik bisa
terjadi tidak hanya untuk survive dan eksistensi, akan tetapi Jjuga
bertujuan sampai dengan pembinasaan eksistensi orang atau kelompok
lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.>

Dalam kamus ilmiah konflik adalah pertentangan paham atau
perselisihan.® Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang
dibawa individu dalam suatu interaksi. Konflik merupakan situasi yang
wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang
tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan
kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan
dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

e. Macam-macam Konflik

Seperti dijelaskan diatas konflik merupakan hubungan antara
dua belah pihak atau lebih yang memiliki tujuan saling bertentangan.
Realitas konflik yang sering terjadi di golongkan menjadi dua macam,
yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal
menunjuk pada konflik yang berkembang di antara anggota
masyarakat, dalam konflik horizontal ini adalah konflik yang

bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan konflik

% J. Dwi Narwoko—Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana,
2007 hal. 68
3 pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 2001 hal. 358
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vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara.
Umumnya konflik ini terjadi karena ketidakpuasan akan cara kerja
pemerintah yang kemudian memunculkan gerakan separatisme.
Soerjono Soekanto (1989:90) mengklasifikasikan bentuk dan
macam-macam konflik yaitu:
a. Konflik Pribadi
Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain.
Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap
orang lain, yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang
mendalam. Perasaan ini mendorong individu tersebut untuk
mencedrai, menjelekkan, bahkan memusnahkan pihak lawan.
b. Konflik Rasial
Konfilk rasial terjadi di suatu daerah atau negara yang
memiliki keragaman suku dan ras. Ras merupakan pengelompokan
manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka,
bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut. Secara umum ras di
dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid,
Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras-ras khusus.
c. Konflik Antar kelas Sosial
Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu
yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan.
kemudian dijadikan dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas

sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang
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yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati
posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan
kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari perbedaan ini jika tidak
dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu
munculnya konflik.
d. Keonflik Politik Antar Golongan atau Antar Negara

Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau
menangani suatu masalah dalam mewujutkan tujuan bersama.
Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat
melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu
masalah yang sama dan memiliki kepentingan yang berbeda pula.
Karena perbedaan kepentingan inilah, maka peluang terjadinya
konflik antar golongan atau Negara terbuka lebar. Contoh rencana
undang-undang pornoaksi dan pornografi sedang diulas baru-baru
ini, Fron Umat Islam (FUI) dengan masyarakat, sehingga terbelah
menjadi dua pemikiran, sehingga terjadi pertentangan antara
kelompok masyarakat yang setuju dengan kelompok yang tidak
menyetujuinya. >’

f. Faktor-faktor Konflik
1. Paham Aliran (Agama)
Perbedaan dalam pemahaman keagamaan sering

menjadikan penyebab terjadinya konflik, padahal semua agama di

* Posting Rabu, 22 Februari 2012: http:/texbuk.blogspot.com/2012/02/macam-macam-konflik-
sosial-serta.html#
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dunia mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling mengasihi
dan menghormati pemeluk agama lain. Namun realita yang terjadi
dalam sejarah umat manusia, agama sering dijadikan dalih untuk
membantai pemeluk paham keagamaan yang lain. Konflik terbaru
yang terjadi antar umat beragama terjadi di Pamekasan Madura.
Semua konflik ini terjadi karena fanatisme sempit, dan kecurigaan
yang berlebihan terhadap paham agama lain. Hal ini tidak dapat
dipungkiri bahwa perbedaan agama memperlebar jurang
permusuhan dalam masyarakat. Perbedaan agama menjadi
penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar
kelompok dalam masyarakat, yang berdampak pada perpecahan
dan kekerasan fisik.*®
2. Perbedaan Nilai

Sumber lain terjadinya konflik pada paham keagamaan
adalah perbedaan nilai. Orientasi nilai yang yang juga memberi
legitimasi bagi terjadinya kekerasan. Dalam hal ini nilai-nilai
agama yang masuk dalam sistem masyarakat mempunyai pengaruh
yang sangat sakral. Sehingga nilai-nilai agama sering
meningkatkan konservatisme dan menghalangi perubahan, dan

kemudian menyebabkan konflik.>’

** Yoswa Mardhikai, http://yoszuaccalytt.blogdetik.com/2010/09/23/7-penyebab-utama-konflik-di-

dunia/, kamis, 23 september 2010

*” Moenandar Soeleman, Iimu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Bandung: Rafika
Aditama, 2008 Hal. 283
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3. Kepentingan Politik

Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab.
Tetapi dalam masyarakat agama pluralitas penyebab terdekat
adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama, sehingga
memunculkan konflik dalam keberagamaan.

Merujuk pada Roland Robetson (1989:10-23), pada
dasarnya konflik yang di munculkan politisasi disebabkan oleh dua
hal:

a.  Semakin meningkatnya sebagian kelompok keagamaan pada
persoalan-persoalan pemerintahan.

b. Semakin tingginya minat mereka pada keselarasan antara
komitmen dan persepektif keagamaan serta program-program
ideologi sekuler.®

Menteri Agama Suryadharma Ali menilai, munculnya
sejumlah konflik bernuansa agama di Indonesia belakangan ini
lebih banyak dipicu oleh kepentingan politis. Suryadharma
mengungkapkan bahwa, konflik agama tidak terlepas dari
kepentingan sekelompok pihak yang ingin menghambat kemajuan
yang dicapai bangsa Indonesia. Memang pemicunya konflik
dengan latar belakang agama itu banyak. Tapi kecenderunganya ke
lebih banyak politis, yaitu menginginkan umat beragama di

Indonesia tidak rukun sehingga pada akhirnya menghambat upaya

* Zakiyuddin Baidhawy, Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan, Y ogyakarta: LESFI, 2002

Hal. 153
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pembangunan), ujar Suryadharma usai pertemuan dengan sejumlah
Tokoh Muda Lintas Agama di Kantor Kementerian Agama
(Kemenag) RI, Jakarta, Kamis (29/3).%

Di berbagai tempat terjadinya konflik disebabkan politisi
keagamaan, masa yang mengamuk adalah sebagai kelompok
mayoritas, sedangkan kelompok yang ditekan dan mengalami
kerugian fisik dan mental adalah kelompok minoritas. Sehingga
nampak kelompok mayoritas merasa berkuasa atas daerah yang
didiami lebih dari kelompok minoritas.

Ekonomi

Ekonomi acapkali juga menjadi faktor utama terjaadinya
konflik sosial. Ekonomi menjadi alat perlindungan buat memenuhi
kebutuhan hidup manusia, namun faktor ekonomi dan atau harta
kerap kali menjadi alasan manusia untuk saling bertikai. Banyak
keluarga yang bertikai saat terjadi pembagian harta warisan. Ada
pula perampokan yang menyebabkan korban jiwa dengan alasan
faktor ekonomi.

Pendidikan (Ilmu Pengetahuan)

Pendidikan sering dipakai sebagai ukuran yang dipakai oleh

masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ukuran tersebut

yang kadang menjadikan akibat-akibat yang negatif karena bahwa

%°Ariya Triyudha,

http:/fwww_jurnas. com/news/56616/menag: konflik_agama_sering_dipicu_Faktor _polotisi/1/sosi

al_budaya/religi,

Jakarta: kamis, 29 maret 2012
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buka ukuran mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi
gelar kesarjanaannya. Pendidikan juga dapat mempengaruhi
terjadinya Gap (pemisah) di masyarakat karena adanya sesuatu
yang dihargai, seperti kehormatan dan kekuasaan. Bahwa
seseorang yang memiliki pendidikan tinggi dan kekuasaan yang
besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki
ilmu pengetahuan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Jika
perbedaan ini, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu
munculnya konflik.

Dari tingkat rendahnya pendidikan dalam masyarakat
tersebut, hal ini akan memunculkan sesuatu kesadaran individu
atau tidak, dalam memahami sesuatu yang baru, karena setiap
individu atau kelompok masyarakat mempunyai gambaran tentang
ajaran agamanya masing-masing, dalam membandingkan dengan
ajaran agama baru, memberikan penilaian atas agama sendiri dan
agama lainnya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai
tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama
sendiri selalu dijadikan kelompok patokan (paling benar),
sedangkan agama lain dinilai menurut patokan itu atau dianggap
salah. Kelompok ini begitu agresif, kurang toleran dan terkadang
fanatik dan malah menganut garis keras. Karena itu, faktor

perbedaan pendidikan (ilmu pengetahuan) dan sikap mental dan
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kelompok aliran agama masing-masing mempunyai andil sebagai
pemicu konflik.
6. Budaya

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang
dipunyai oleh manusia sebagai mahluk sosial yang isinya adalah
seperangkat model - model pengetahuan yang secara selektif dapat
digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang
dihadapi, dan mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan.*’

Agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia.
Kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di
dunia tidak sama. Secara sederhana dapat dibedakan dua kategori
budaya dalam masyarakat, yakni budaya tradisional dan budaya
modern.

Tempat-tempat  terjadinya konflik antar kelompok
masyarakat beragama, nampak perbedaan antara dua kelompok
yang konflik itu. Kelompok masyarakat setempat memiliki budaya
yang sederhana atau tradisional, sedangkan kaum pendatang
memiliki budaya yang lebih maju atau modern.

Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang

berbeda agama di suatu tempat atau daerah dapat juga sebagai

® pengantar Studi Islam: Tim Penyusun Studi Islam Sunan Ampel Press Surabaya 2002, Hal. 155
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faktor pendorong yang mempengaruhi terciptanya konflik antar
kelompok agama di Indonesia.
2. Aliran MTA dan NU
a. Majlis Tafsir Al-Quran (MTA)

Majlis Tafsir Al-qur’an (MTA) adalah organisasi keislaman
yang didirikan oleh Almarhum Ustad Abdullah Thufail Saputra di
Surakarta pada tanggal 19 September 1972. Dengan tujuan untuk
mengajak umat Islam kembali ke Al-Qur’an. Sesuai dengan nama
dan tujuannya, pengkajian Al-Qur'an dengan tekanan pada
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur’an menjadi
kegiatan utama MTA.

Pendirian MTA dilatar belakangi oleh kondisi umat Islam
pada akhir dekade 60 dan awal dekade 70. Sampai pada waktu itu,
ummat Islam yang telah berjuang sejak zaman Belanda untuk
melakukan emansipasi, baik secara politik, ekonomi, maupun
kultural, justru semakin terpinggirkan. Islam di Indonesia yang
semacam itu tidak lain karena umat Islam di Indonesia kurang
memahami Al-Qur’an. Oleh karena itu, sesuai dengan sabda Nabi
SAW. Bahwa umat Islam tidak akan dapat menjadi baik kecuali
dengan apa yang telah menjadikan umat Islam baik pada awalnya,
yaitu Al-Qur’an. Menurut Abdullah Thufail Saputra bahwa umat
Islam Indonesia hanya akan dapat melakukan emansipasi apabila

umat Islam dapat kembali ke Al-Qur’an. Dengan alasan tersebut
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MTA di dirikan sebagai rintisan untuk mengajak umat Islam
kembali ke Al-Qur’an.

Organisasi MTA yang saat ini dipimpin oleh Al Ustadz
Drs. Ahmad Sukina berkembang sangat pesat hingga seluruh
plosok Indonesia. Demikianlah cabang-cabang dan perwakilan-
perwakilan baru tumbuh di berbagai daerah di Indonesia sehingga
MTA memperoleh strukturnya seperti sekarang ini, yaitu MTA
pusat, berkedudukan di Surakarta, MTA perwakilan, di daerah
tingkat dua, dan MTA cabang di tingkat kecamatan.*!

b. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan
(jam'iyah diniyah islamiah) yang berhaluan Ahli Sunnah wal-
Jamaah (Aswaja). Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari
1926 (16 Rajab 1334 H) oleh K.H. Hasyim Asy'ari beserta para
tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur.

Di sisi lain, berdirinya NU dapat dikatakan sebagai ujung
perjalanan dari perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di
kalangan ulama di perempat abad ke-20. Berdirinya NU diawali
dengan lahimya Nahdlatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai
lambang gerakan ekonomi pedesaan, kemudian disusul dengan
munculnya Taswirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan

kebudayaan, dan Nahdlatul Wathon (1924) sebagai gerakan politik

* Humas-mta. hitp://mta-online.com/v2/sekilas-profil, Wednesday, 20 - Mei - 2009, Jam 9:00
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dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU
didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpu pada kesadaran
keagamaan. Tiga pilar-pilar tersebut adalah;

1. Wawasan ekonomi kerakyatan,

2. Wawasan keilmuan dan sosial budaya; dan

3. Wawasan kebangsaan.

Ciri khas NU, yang membuatnya berbeda dengan organisasi
sejenis lainnya adalah ajaran keagamaan NU tidak membunuh
tradisi masyarakat, bahkan tetap memeliharanya, yang dalam
bentuknya yang sekarang merupakan asimilasi antara ajaran Islam
dan budaya setempat.

Bagi warga NU, ulama merupakan magam tertinggi karena
diyakini sebagai waratsatul anbiya’. Untuk sampai ke tingkat itu,
selain menguasai kitab-kitab salaf, Alquran dan hadis, harus ada
pengakuan dari masyarakat secara luas. Ulama dengan kedudukan
seperti itu (waratsatul anbiya’) dipandang bisa mendatangkan
barakah. Kedudukan yang demikian tingginya ditandai dengan
kepatuhan dan penghormatan anggota masyarakat kepada para
kiyai NU.

Persaudaraan (ukhuwah) di kalangan NU sangat menonjol.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa dengan nilai persaudaraan itu,
NU ikut secara aktif dalam membangun visi kebangsaan Indonesia

yang berkarakter keindonesiaan. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan
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NU bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah
bentuk final dari perjuangan kebangsaan masyarakat Indonesia.
Komitmen yang selalu dikembangkan adalah komitmen
kebangsaan yang religius dan berbasis Islam yang inklusif.

Ciri menonjol lainnya adalah bahwa komunikasi dj dalam
NU lebih bersifat personal dan tentu sangat informal. Implikasi
yang sudah berjalan lama menunjukkan bahwa performance fisik
terlihat santai dan komunikasi organisasional kurang efektif.
Dengan demikian, kebijakan-kebijakan organisasi seringkali sulit
mengikat kepada jamaah. Jamaah seringkali lebih taat kepada kiyai
panutannya daripada taat kepada organisasi.*?

NU versi Abdul Qadir Jailani, menyebutkan definisi
Ahlussunah Wal Jamaah, bahwa yang disebut sunnah adalah
perilaku yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan Jjamaah adalah
segala keputusan atau ijma’ para sahabat Rasulullah SAW dalam
pemerintahan Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk.*?

NU dikenal sebagai kekuatan Islam yang sangat
menghormati tradisi dan budaya lokal. Menurut ulama besar K. H.
Abdul Muchid Muzadi tradisi dan budaya lokal merupakan hal
yang tidak keliru untuk dilakukan asalkan dalam batas-batas yang
tidak bersinggungan dengan akidah dan syariah. Kemudian

ditegaskan bahwa sikap warga NU terhadap tradisi atau budaya

“2 Ebook: Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia, jakarta, 1998

* Haris Firdaus,
hal. 70

NU, Persis atau Muhammadiyah yang Ahli Bid'ah?, Bandung: MUJAHID, 2007
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lokal harus merujuk pada khitoh NU, yang senantiasa menghormati
para wali yang mengembangkan ajaran Islam dengan semanagat
perdamian, yaitu melalui produk-produk budaya lokal dilibatkan
dalam dakwah Islam.*
3. Penyelesaian Konflik
Dewasa ini Penyelesaian konflik dikenal dengan model yang relatif
baru yang sudah popular di Amerika Serikat atau Eropa yang dikenal
sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai salah satu alternatif
penyelesaian konflik secara non-litigasi (tanpa proses persidangan),
konflik dalam Penyelesaian ini melalui antara lain adalah:*®
a. Negosiasi (Negotiation)

Adalah proses konsensua yang digunakan para pihak untuk
memperoleh kesepakatan diantara mereka yang berkonflik. Dengan
negosiasi ini dijadikan sarana bagi mereka yang berkonflik untuk
mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa
melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya
digunakan dalam kasus yang tidak terlalu besar dimana para pihak
beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya.

Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin

* Ayu Sutarto, Menjadi NU Menjadi Indonesia (Pemikiran K. H. Abdul Muchid Muzadj),
Kompyawisda Jatim, 2005 hal.31

* PDF artikel: Romdion Naning SH.Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Peran Badan Arbitrase
Syariah Nasional dan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa
Ekonomi Syariah), September 2008 hal.28-
(http://variaadvokad.awardspace.info/vol6/ramdlon.pdf/)
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dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik
untuk mencapai kesepakatan dan menjalin hubungan baik.
. Mediasi (Mediation)

Adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar
yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang
berkonflik untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak
berwenang untuk memutus konflik, melainkan hanya membantu para
pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan
kepadanya. Dalam sengketa yang salah satu pihaknya lebih kuat dan
cenderung menunjukkan kekuasaannya. Pihak ketiga memegang
peranan penting untuk menyetarakannya kesepakatan yang dicapai
melalui mediasi karena para pihak yang berkonflik berhasil mencapai
saling pengertian. Mereka bersama-sama merumuskan penyelesaikan
sengketa tanpa arahan kongkrit dari pihak ketiga.

Konsiliasi (Conciliation)

Jika pihak yang berkonflik tidak mampu merumuskan suatu
kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar
sebagai penyelesaian proses ini disebut konsiliasi. Proses penyelesaian
model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus dimana
pihak netral dapat berperan secara aktif (neutral act) maupun secara
pasif pihak yang berkonflik harus menyatakan persetujuan atas usulan
pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam

penyelesaian konflik.



B. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Fungsionalisme Struktural

teori yang banyak di ikuti mayoritas sosiolog. Teori ini muncul sejalan

dengan anggapan bahwa masyarakat adalah laksana organisme hidup yang

sama-sama mengalami pertumbuhan, memiliki fungsi dan tujuan tertentu
dalam sistem organisme atau sistem sosialnya.*

Esensi dari prinsip-prinsip pokok fungsionalisme struktural
menurut Stephen K. Sanderson (1993:3) adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat adalah sistem yang komplek yang terdiri dari bagian-
bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, dan setiap
bagian saling mempengaruhi terhadap bagian-bagian lainnya.

b. Setiap bagian dalam masyarakat selalu eksis, karena saling memiliki
fungsi penting dalam memelihara stabilitas dan eksistensi masyarakat
secara keseluruhan.

c¢. Seluruh masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan
dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkan hubungan
masyarakat menjadi satu. Berdasarkan atas komitmen bersama kepada
serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama dalam masyarakat.

d. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keadaan homeostatis, dan

gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan penyesuaian

* Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: Rajawali, 1987 hal 24
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pada bagian lain agar tercapai hubungan masyarakat yang harmoni dan
stabil.

e. Dan kejadian sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam
masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi dapat membawa konsekuensi-
konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.*’

Dalam tataran fungsionalisme struktural ini, kita dapat mengetahui
upaya dakwah (mengajak, menyeru) masing-masing organisasi islam
tersebut (NU dan MTA). Menurut fungsionalis masyarakat adalah setatis
atau mesyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang,
fungsionalisme menekankan pada keteraturan masyarakat. Sedangkan
konflik melihat konflik dan pertikaian dalam sistem sosial.
Fungsionalisme menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan
dalam menjaga stabilitas, sedangkan teori konflik melihat berbagai
element kemasyarakatan menyumbang terhadap Disintegrasi dan
perubahan.

Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal di ikat
oleh nilai norma dan nilai, teori konflik melihat apa pun keteraturan yang
terdapat dalam masyarakat terdapat diri pemaksaan terhadap anggotanya
oleh mereka yang berada di atas, fungsionalis memusatkan perhatian
terhadap daya tarik (kohesi) yang di ciptakan oleh nilai bersama

masyerakat.*?

4 1 Nasrullah Nazsir, Teori-teori Sosiologi, Bandung: Tim Widya Padjajaran, 2009 Hal. 10
George Ritzart, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada Media Group,
2007 hal 153



Sosiolog Robert K. Merton mengartikan fungsi sebagai akibat atau
konsekuensi logis, obyektif (nyata, lepas dari maksud atau motivasi
seseorang) terbuka untuk setiap pengamatan empiris dan dari suatu sosio-
budaya bagi kesatuan sosial yang lebih besar. Dalam hal fungsi, Merton
membagi fugsi menjadi dua bagian yaitu fungsi nyata (manifest function)
dan fungsi sembunyi (latent function):

1. Fungsi Nyata ( Manifest Function)

Fungsi nyata adalah fungsi yang diharapkan, dan atau
disengaja. Pengembangan dalam memahami fungsi manifest dalam
sosiologi banyak dipengaruhi oleh ilmu biologi, dimana setiap fungsi
dalam tubuh manusia memiliki fungsi biologis. Jadi jika mengacu
kepada fungsi ini dapat dikatakan bahwa keluarga memiliki fungsi
reproduksi dan sosialisasi sehingga negara bertanggung jawab dalam
fungsinya sebagai pemelihara tatanan, dan keharmonisan masyarakat
dan lain-lain.

2. Fungsi Tersembunyi ( Latent Fungction)

Fungsi laten adalah fungsi yang pada obyektifnya ada, tetapi
belum atau tidak diketahui. Merton menggaris bawahi pendapat bahwa
Laten Fungction sebuah lembaga sosial memiliki fungsi-fungsi yang
bersifat laten (tersembunyi) dan berbeda dengan motif-motif
eksplisitnya. Misalnya, upacara minta hujan yang dilakukan suku

tertentu, dengan motif agar hujan segera turun, namun Emile



45

Durkheim memaparkan bahwa ada fungsi lain dari upacara ritual yang
dilakukan yakni, mempertahankan kohesi kelompok.

Kepekaan akan fungsi-fungsi laten dapat membuat orang lebih
hati-hati dalam menilai praktek-praktek atau kenyataan sosial.
Misalanya pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib tidak selalu
disebabkan karena yang bersangkutan tidak menghormati mentaati
lembaga tersebut, tetapi juga karena tiap lembaga memiliki kelemahan
dan kekurangan yang diimbangi dengan adanya praktek-praktek
menyimpang dari lembaga tersebut. *°

Teori fungsionalisme struktural melihat bahwa suatu fungsi dalam
sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain semua adalah fungsional
bagi masyarakat. Dengan demikian dalam kondisi tertentu, misalnya
terjadi konflik dalam masyarakat, teori fungsionalisme struktural dapat
mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap
dalam keseimbangan.

2. Teori Konflik Ralf Dahredorf

Kajian mengenai konflik secara luas didasarkan pada karya Karl
Marx (1818-1883), yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sosial
sebagai penggerak utama dalam sejarah sosiologi. Teori konflik dibangun
untuk menentang secara langsung teori fungsionalisme struktural. Teori ini
muncul dalam sosiologi amerika serikat pada tahun 1960-an yang

merupakan kebangkitan kembali dari berbagai gagasan yang diungkapkan

* Nasrullah Nazsir, Teori-teori Sosiologi, Bandung: Tim Widya Padjajaran, 2009 Hal. 14
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sebelumnya oleh Karl Marx. Para fungsionalis melihat keadaan normal
masyarakat sebagai suatu keseimbangan tetap, maka teoritisi konflik
melihat masyarakat selalu berada dalam keadaan konflik yang terus-
menerus diantara kelompok dan kelas sosial.*®

Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural
fungsional. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural-
fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan
keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan
konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam
masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam
masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau
ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya
dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga
membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang
berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan
antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena
adanya perbedaan kepentingan.

Konsep-konsep sentral dalam teori konflik bila diterapkan dalam
masyarakat sebagai sistem-sistem lembaga adalah sebagai berikut:
1. Konflik dapat terjadi diantara pelaku dan setiap sistem kelembagaan,

dan konflik itu dapat dijumpai dalam partisipan lembaga industri,

politik, agama, dan pendidikan.

* Paul B. Harton, Cester L. Hunt, Sosiologi Jilid 1 Edisi Ke-6, Jakarta: Erlangga, Hal.19
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2. Lembaga-lembaga relatif tergantung satu sama lain sehingga dapat
diduga konflik disatu lembaga akan mencerminkan konflik dilembaga
lainnya. Misalnya konflik kepentingan dalam keagamaan akan
tercermin dalam konflik ideologi.

3. Konflik yang dijumpai dalam lembaga-lembaga yang memikirkan
kepentingan sendiri, sehingga tujuan dan konflik internal tidak
mencerminkan lembaga lainya. Jadi konflik keagamaan dimasyarakat
tertentu dapat terlepas atau bahkan mendominasi konflik lembaga,
yang dalam kasus ini akan terdapat konflik antar lembaga.’!

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar
terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan
bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik
ekuilibrium (keseimbangan), teori konflik melihat perubahan sosial
disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu
titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama.
Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga
terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan
dengan paksaan. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat
sebenarnya karena adanya paksaan (koersif). Oleh karena itu, teori konflik
lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.

Konflik sosial adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok

masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan faham dan kepentingan yang

3! John Rex, Analisa Sisitem Sosial, Jakarta: Bina Aksara, 1985 Hal. 169
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sangat mendasar. Sehingga menimbulkan adanya semacam gap yang
menganjal proses interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut.
Upaya untuk menghilangkan ganjalan tersebut dilakukan oleh masing-
masing pihak melalui cara-cara yang tidak wajar, tidak konstitusional
sehingga menimbulkan konflik kearah bentuk fisik dan kepentingan yang
saling menjatuhkan. Misalnya, perbedaan kepentingan politik, baik politik
kenegaraan dalam satu negara maupun antar negara.

Teori konflik beranggapan bahwa masyarakat adalah suatu keadaan
konflik yang berkesinambungan diantara kelompok dan kelas serta
kecenderungan kearah perselisihan, ketegangan dan perubahan.
Tumbuhnya konflik dalam masyarakat di disebabkan oleh beberapa faktor
politik, ekonomi, sosial, dan bahkan agama.52

Teori konflik bertujuan mengatasi watak yang secara dominan
bersifat arbiter (penengah) dari peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak
dapat dijelaskan, dengan menurunkan peristiwa-peristiwa tersebut dari
elemen-elemen struktur sosial. Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf
Dahrendorf seringkali disebut teori konflik dialektik yang artinya
masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan consensus (kita tidak
akan mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada consensus). Begitu
sebaliknya konflik biasa menghantar seseorang pada consensus.*>
Ralf Dahrendorf seorang sosiolog Jerman tokoh utama teori

konflik dan pengkritik fungsionalisme struktural yang olehnya dianggap

%2 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: Rosada 2009 hal. 148
% Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007 hal. 78
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gagal memahami maslah perubahan. Dahrendorf melihat teori konflik
sebagai teori persial, yang menganggap bahwa teori tersebut merupakan
persepektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial.
Dahrendorf menganggap bahwa masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi
konflik dan sisi kerjasama. Kemudian Dahrendorf menyempurnakan posisi
tersebut dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisis
dengan fungsionalisme struktural, dapat juga dianalisi dengan
menggunakan teori konflik secara lebih baik.>*

Kemudian teori konflik berorientasi kestudi struktur dan instansi
sosial. Dalam karyanya ini teori konflik dan fungsional di sejajarkan, yang
menurut fungsionalis masyarakat adalah statis atau mesyarakat berada
dalam keadaan berubah secara seimbang, akan menurut teori konflik
masyarakat setiap saat akan tunduk pada proses perubahan.

Fungsionalisme menekankan pada keteraturan masyarakat,
sedangkan konflik melihat konflik dan pertikaian dalam sistem sosial.
Fungsionalisme menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan
dalam menjaga stabilitas, sedangkan teori konflik melihat berbagai
element kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan
perubahan.

Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat
oleh nilai norma dan nilai, teori konflik melihat apa pun keteraturan yang

terdapat dalam masyarakat terdapat diri pemaksaan terhadap anggotanya

% Nasrullah Nazsir, Teori-teori Sosiologi, Bandung: Tim Widya Padjajaran, 2009 Hal. 24
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oleh mereka yang berada di atas, fungsionalis memusatkan perhatian
terhadap kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyerakat. Teori
konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan
ketertiban dalam masyarakat.

Dalam hal itu berarti bahwa dalam masyarakat ada beberapa posisi
yang mendapatka kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain
sehingga kestabilan bias dicapai. Faktor sosial ini mengarahkan peda
tesisnya, bahwa distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda
merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang
sistematis, yang menurutnya berbagai posisi yang ada di dalam masyarakat
memiliki otoritas atau kekuasaan dengan institusi yang berbeda. Menurut
teoritisi konflik masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan yang
dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat
mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta
kehidupan sosial ini mangarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa
perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan
konflik sosial yang sistematis (1959:165).%

Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan, kekuasaan biasanya
cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah
kekuasaan yang dilegitimasikan atau kekuasaan yang mendapat pengakuan
umum. Kekuasaan atau otoritas tidak bersifat tetap, orang bisa saja

berkuasa atau mempunyai otoritas dalam latar belakang tertentu dan tidak

* George Ritzart, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada Media Group,
2007 hal 153
% Ibid hal. 154
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mampunyai kekuasaan atau otoritas tertentu dalam latar belakng yang lain
misalnya; Dalam masyarakat pedesaan seorang Kepala Desa mempunyai
otoritas atas masyarakatnya akan tetapi dalam pengaturan lain, masyarakat
juga mempunyai otoritas atas Kepala Desanya, dimana sang Kepala Desa
adalah salah seorang diantara masyarakatnya.

a. Otoritas Menurut Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf memusatkan perhatiaanya pada struktur sosial
yang lebih luas, inti tesisnya adalah bahwa berbagai posisi di dalam
masyarakat mempunyai kualitas otoritas berbeda tak tertarik pada
struktur posisi saja tetapi juga pada konflik antar berbagi struktur
posisi itu. Sumber struktur konflik harus dicari dalam tatanan peran
sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan
(1959:163).

Menurut Ralf Dahrendorf tugas pertama analilis konflik adalah
mengidentifikasi beberapa peran otoritas di dalam masyarakat. Otoritas
yang melekat pada posisi adalah merupakan unsur kunci dalam analisis
Ralf Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan super-ordinasi
dan Subordinasi mereka yang menduduki posisi otoritas diharap
mengendalikan bawahan yang artinya mereka berkuasa karena harapan
dari orang yang berada di sekitar mereka bukan karena ciri-ciri
psikologinya.

Menurut Ralf Dahrendorf otoritas atau kekuasaan di dalam

suatu perkumpulan bersifat dialektik dalam sitiap perkumpulan hanya
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akan ada dua kelompok yang bertentangan yakni kelompok yang
berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan.
Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda bahkan
menurutnya mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Ralf
Dahrendorf tetap menyatakan bahwa kepentingan itu yang sepertinya
tampak sebagai fenomena psikologi. Pada dasarnya adalah fenomena
berskala luas. Mereka yang berada dalam kelompok atas penguasa
ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di
bawah (yang di kuasai atau bawahan) ingin supaya ada perubahan.
Konflik kepentingan pasti selalu ada dalam setiap kehidupan bersama
atau perkumpulan atau negara walaupun secara sembunyi-sembunyi.
Yang berarti legitimasi selalu tidak tetap dan selalu terancam.’’
b. Konflik Dan Perubahan Menurut Ralf Dahrendorf

Menurut Ralf Dahrendorf ada tiga tipe utama kelompok dalam
konflik dan perubahan, pertama adalah kelompok semu (guasi group)
sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, ( Ralf
Dahrendorf 1959: 180) kelompok semu ini adalah calon anggota tipe
kedua, yakni kelompok kepentingan yang keduanya di lukiskan oleh
Dahrendorf seperti berikut, metode perilaku yang sama adalah
karekteristik dari kelompok kepentingan yang di rekrut dari kelompok
yang yang lebih besar, kelompok kepentingan adalah kelompok dalam

pengertian sosiologi yang ketat, dan kelompok ini adalah agen riil dari

7 George Ritzart, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada Media Group,
2009 Hal 156
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konflik kelompok, kelompok ini mempunyai struktur, bentuk
organisasi, tujuan dan program dan anggota perorangan. (Ralf
Dahrendorf 1959: 180)

Konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan
perkembangan, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa sekali kelompok-
kelompok yang bertentangan muncul, maka mereka akan terlibat
dalam tindakan-tindakan yang terarah kepada perubahan di dalam
struktur sosial, jika konflik itu adalah intensif atau hebat, maka
perubahan yang terjadi akan bersifat radikal. Dan jika konflik itu
diwujudkan dalam bentuk kekerasan maka akan terjadi perubahan

struktur secara tiba-tiba.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Ada penelitian terdahulu yang menurut peneliti relevan dengan

penelitian ini, yaitu; Integrasi Ideologis Antara Warga Muhammadiyah dan

Nahdliyin (Studi Kasus Dikalangan Jamaah Sholat Masjid “Baitul-Izzah”

Pondok Jati Sidoarjo) oleh Syahroni Aj.*®

% Jurnal Tlmu Dakwah: Fakultas Daskwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 6, No. 2, Oktober

2002
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NO | Hasil Temuan Muhammadiyah Nahdliyin (NU)
1 Basmalah lirih keras

2 Qunut Subuh Tidak ada Ada

3 Wiridan Sendiri-sendiri Bersamaan

4 Sholat Tarawih 8 rakaat 20 rakaat

5 Adhan sholat jum’at Diseimbangkan 2x Diseimbangkan 2x
6 Imam Sholat Menghormati Menghormati

7 Beduk Ditiadakan Ada

8 Mimbar dan podium Tidak ada Ada

9 Tongkat Tidak setuju Setuju

10 | Tahlilan Tidak ada Ada
Kesimpulan:

Dengan kesimpulan bahwa integrasi antara jamaah dari warga
Muhammadiyah dan Nahdliyin di Masjid “Baitul-Izzah” Pondok Jati Sidoarjo
terjadi dalam dua aspek yaitu aspek kultural dan aspek ritual. Dalam ritual
keagamaan, bentuk integrasinya adalah sebagai berikut: Jika imam sholat
warga Muhammadiyah maka basmalah dipelankan, tetapi jika Imam sholat
dari Nahdliyin maka dikeraskan. Jika imam sholat dari warga
Muhammadiyah, maka qunut subuh ditiadakan, tetapi jika imam dari warga
Nahdliyin, maka qunut dibaca. Jika imam sholat dari warga Muhammadiyah,
maka wiridan sendiri-sendiri, jika Imam sholat dari Nahdliyin maka wiridan
bersamaan dan dikeraskan. Jika Imam Sholat dari warga Muhammadiyah,
maka sholat tarawih delapan rakaat, tetapi jika Imam sholat dari Nahdliyin
maka sholat tarawih 20 rakaat. Adhan jum’at dibuat dua kali dan imam sholat
dibuat jumlah seimbang, yakni 4 warga Muhammadiyah dan 4 warga

Nahdliyin. Beduk ditiadakan, tetapi penggunaan tongkat dan podium
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diserahkan khatib masjid untuk digunakan atau tidak. Tahlilan ditiadakan
dimasjid akan tetapi dirumah.

Dari penelitian terdahulu ini yang dijadikan sebagai objek dan
permasalahannya adalah aktivitas para jamaah masjid “Baitul-Izzah™ dalam
menjalankan ibadah kesehariannya yang memunculkan integrasi antara warga
Nahdliyin dengan Muhammadiyah. Dikarenakan masing-masing aliran
keagamaan memiliki paham yang berbeda dalam ajaran Islam yang mereka
yakini. Dan dalam penelitian terdahulu ini, penulis gunakan untuk
membedakan dan sebagai acuan dalam penelitian konflik yang terjadi antara
warga Nahdliyin (NU) dengan warga Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) memang

benar-benar belum pernah diteliti oleh peneliti lain.



